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BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 55 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
PAJAK PENERANGAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LAMONGAN,

Menimbang :a. bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
diarahkan untuk mempercepat terwujudnya
kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan
pelayanan  dengan  memperhatikan  prinsip
demokrasi dan keadilan;

b. bahwa pelaksanaan pemungutan pajak penerangan
jalan merupakan salah satu sumber pendapatan
daerah  yang  berguna untuk  membiayal
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat;

c. bahwa dalam rangka optimalisasi penerimaan
pajak penerangan jalan khususnya terhadap
penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri,
perlu meninjau kembali harga satuan listrik
sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan
Bupati Lamongan Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak
Penerangan Jalan,;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c¢, perlu
mengubah Peraturan Bupati Lamongan Nomor 7
Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Pemungutan Pajak Penerangan Jalan dengan
menetapkan dalam Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di
Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan
dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950)
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sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan
Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah
Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah,
Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2730);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang
Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3684);

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997
tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3686j);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang
Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4189};

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang
Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomeor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 358, Tambahan
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Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010
tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan
Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusti
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 157);

Keputusan Menter1i Dalam Negeri Nomor 170
Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara
Pemungutan Pajak Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173
Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di
Bidang Pajak Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor
12 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah {Lembaran
Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor
12) sebagaimana diubah dengan Peraturan
Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan
Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun
2016 Nomor 13);

Peraturan Bupati Lamongan Nomor 7 Tahun 2017
tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak
Penerangan Jalan (Berita Daerah Kabupaten
Lamongan Tahun 2017 Nomor 7);
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MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK
PENERANGAN JALAN,

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lamongan

Nomor 7 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan

Pemungutan Pajak Penerangan Jalan (Berita Daerah

Kabupaten Lamongan Tahun 2017 Nomor 7) diubah,

sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 3
berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 3

Obyek Pajak Penerangan Jalan adalah
penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan
sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
Tenaga listrik yang  dihasilkan  sendiri
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
tenaga listrik yang dihasilkan dan digunakan
untuk kegiatan sendiri yang meliputi seluruh
pembangkit listrik.

Tenaga listrik dari sumber lain sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) adalah tenaga listrik

yvang diperoleh dari layanan PT. PLN maupun
penyedia listrik lainnya.

Dikecualikan dari obyek Pajak sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. penggunaan tenaga listrik oleh instansi
Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Timur
dan Pemerintah Daerah;

b. penggunaan tenaga listrik pada tempat-
tempat yang digunakan oleh Kedutaan,
Konsulat, Perwakilan asing dan Lembaga-
lembaga internasional dengan asas timbal
balik;

c. penggunaan tenaga listrik untuk kepentingan
pengairan pertanian dan lembaga sosial
pendidikan; dan

d. penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan
sendiri dengan kapasitas di bawah 200 KVA
(dua ratus Kilo Volt Amper) yang tidak
memerlukan izin dari instansi teknis terkait.
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2. Ketentuan Harga Satuan Tenaga Listrik Yang
Dihasilkan Sendiri sebagaimana tersebut dalam
lampiran diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Batas daya Harga

No. Penggunaan (KVA] Y sa tu%m
1 2 3 S

1. | Bisnis/Niaga 1 200 s/d 500 Rp1.550
2. | Bisnis/Niaga 2 500 s/d 1000 Rp1.500
3. | Bisnis/Niaga 3 | 1000 s/d 5000 Rpl1.450
4, | Industri 1 5000 s/d 10000 | Rpl.400
5. | Industri 2 10000 s/d 30000 Rpl.350
6. | Industri 3 >30000 Rp1.300

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 2 September 2019

BUPATI LAMONGAN,
ttd
FADELI

Diundangkan di Lamongan
pada tanggal 2 September 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
LAMONGAN
ttd.
YUHROHNUR EFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2019 NOMOR 55
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